BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Dampak Lingkungan

Akibat Pembuatan Hutan Tanaman Industri Dari Segi Pengaturan
Kebijakan pembangunan kehutanan menyebutkan hutan produksi tetap

yang dikukuhkan. Kalau asas pelestarian, plasma nutfah akan diterapkan
secara panggah, semua hasil hutan harus berasal dari hutan tanaman,
sebagaimana halnya dengan pertanian yang semua hasil pertanian berasal dari
tanaman. Dengan demikian HTI akan mencapai luas 33,9 juta ha. Untuk
sementara waktu sebagian hutan produksi tetap yang dikelola masi
dipertahankan untuk memperoleh hasil kayu yang berdaur panjang (di atas 30
tahun) sebelum ada HTI yang cukup umur untuk menggantikannya. Dapat
pula hutan alam seluas tertentu tetap di usahakan sebagai hutan produksi tetap
untuk menghasilkan kayu berdaur panjang, sedang HTI dikhususkan untuk
menghasilkan kayu berdaur pendek (sekitar 10 tahun) dan yang berdaur
menengah (sekitar 25 tahun).

2. Implikasi Kebijakan Pemerintan Daerah Terhadap Kualitas Fungsi

Lingkungan Di Gorontalo Utara
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Pembangunan HTI berdampak luas atas lingkungan. Maka pengelolaannya harus
dipadukan dalam pengelolaan lingkungan. HTI tidak dapat di pandang semata- mata
sebagai kegiatan bisnis, pandangan demikian akan merusak tatanan penggunaan
sumber daya lahan yang berkelanjutan. Meskipun menggunakan sebutan “hutan”,
namun HTI secara hakiki bukan lagi hutan, HTI telah kehilangan cirri- cirri pokok
hutan seperti tajuk bertingkat, keanekaan spesies, kemalaran ujud, dan ekosistem
khas. HTI adalah masyarakat budidaya berupa perkebunan kayu, maka perlakuan atas
HTI pun perlu diselaraskan dengan fakta ini. Silvikultur yang biasa dikenal
masyarakat kehutanan, yang barangkali dianggap berhasil diterapkan dalam
mengelola hutan alam, atau pun hutan tanaman berdaur sangat panjang (jati), dan
hutan tanaman berdaur lebih pendek ditanah subur (pinus, agathis, mahoni), perlu
ditinjau kembali sebelum dpat diterapkan secara berhasil pada HTI ditanah piasan.
Bahkan silvikultur jati yang sudah dianggap mapan ternyata tidak berdaya melawan
kemunduran produktifitas.

Masih banyak lagi pekerjaan rumah yang menantikan para rimbawan sebelum
HTI benar- benar merupakan suatu system penggunaan lahan yang terpercaya, tidak
hanya menurut ukuran ekonomi dan bisnis akan tetapi terlebih lagi menurut ukuran
berkelanjutan manfaat sumber daya lahan dan keselamatan lingkungan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka peneliti dapat menyarankan beberapa

hal sebagai berikut:
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1. Seharusnya ada ukuran atau parameter yang wajib menjadi pertimbangan
sebelum diputuskan kebijakan yang hendak diambil oleh pemerintah atau
pemerintah daerah. Sehingga segi pengaturannya jelas dikenal di kalangan
masyarakat awam.

2. Kewenangan daerah yang semakin luas garis birokrasinya dan ini
kemungkinan berakibat kepada jabatan dan kewenangan yang diberikan
didalam pengambilan keputusan/ kebijakan (diskresi). Dan pemerintah
lebih mengoptimalkan tingkat pengetahuan masyarakat dalam persoalan
HTI sehingga tidak di asumsikan sebagai pemaksaan, dan merusak

lingkungan.
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